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PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANYUMAS  

NOMOR 27 TAHUN 2012 TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH SAKIT 

UMUM DAERAH AJIBARANG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI BANYUMAS, 

 
Menimbang  : a. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 50 

ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 

Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, telah 

ditetapkan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 

Tahun 2012 tentang Remunerasi pada Rumah 

Sakit Umum Daerah Ajibarang; 

b. bahwa wabah Corona Virus Diseases (Covid-19) 

telah ditetapkan sebagai pandemic global oleh 

World Health Organization (WHO) pada tanggal 11 

Maret 2020, dan penyebaran Corona Virus 

Diseases (Covid-19) di Kabupaten Banyumas 

semakin meluas sehingga perlu mensiapsiagakan 

tenaga kesehatan dan tenaga pendukung 

kesehatan lainnya yang dapat bekerja dengan 

cepat, tepat, fokus, terpadu, terus-menerus dan 

bersinergi dengan kebijakan percepatan 

penanganan Corona Virus Diseases (Covid-19) di 

Kabupaten Banyumas;  
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c. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi kerja 

dan kinerja dalam memberikan pelayanan 

percepatan penanganan Corona Virus Diseases 

(Covid-19) kepada masyarakat sekaligus 

memberikan penghargaan kepada tenaga 

kesehatan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, 

perlu memberikan tambahan insentif; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c 

perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan atas Peraturan Bupati Banyumas 

Nomor 27 Tahun 2012 tentang Remunerasi pada 

Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang Kabupaten 

Banyumas; 

 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negera 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah–daerah Kabupaten Dalam 

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah; 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 2423); 

6. Undang-Undang Nomor 36  Tahun 2009  tentang  

Kesehatan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia  Nomor 5063); 

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang 

Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik 
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Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5072); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 

5679); 

9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang  

Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5607);  

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 

Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6322); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 

2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah; 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3    

Tahun 2001 tentang Ketentuan Pokok Pegawai 

Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten  

Banyumas  (Lembaran  Daerah Kabupaten 

Banyumas Tahun 2001 Nomor 39 Seri D); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1    

Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 

Penanggulangan Bencana di Kabupaten 

Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten 

Banyumas Tahun 2014 Nomor 1 Seri E); 
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15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 

16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 

2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas 

Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Daerah  Kabupaten Banyumas Nomor 

16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas 

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 

2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Banyumas Nomor 21); 

16. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 

2012 tentang Remunerasi pada Rumah Sakit 

Umum Daerah Ajibarang (Berita Daerah 

Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 27); 

 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 

PERATURAN BUPATI BANYUMAS NOMOR 27 TAHUN 

2012 TENTANG TENTANG REMUNERASI PADA RUMAH 

SAKIT UMUM DAERAH AJIBARANG. 

 

Pasal  I 

 
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banyumas Nomor 27 Tahun 

2012 tentang Remunerasi Pada Rumah Sakit Umum Daerah Ajibarang 

(Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 27) diubah 

yaitu diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 

12A dan Pasal 12B sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 12A 

(1) Dalam hal pelaksanaan percepatan penanganan Corona Virus Disease 

(Covid-19) di Kabupaten Banyumas, Pejabat Pengelola dan Pegawai 

Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), jumlah 

insentif  yang diberikan kepada Pejabat Pengelola dan Pegawai 

menjadi 40 % (empat puluh per seratus). 
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(2) Rincian lebih lanjut pembagian insentif sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) ditetapkan oleh Direktur. 

(3) Direktur bertanggung  jawab  atas  pelaksanaan  pemberian insentif 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2). 

 
Pasal 12B 

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12A tidak berlaku jika 

pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) di Kabupaten 

Banyumas telah selesai. 

 
Pasal II  

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 

Kabupaten Banyumas. 

 

 

Ditetapkan di Purwokerto 

pada tanggal 2 April 2020        

BUPATI BANYUMAS 

ttd 

 ACHMAD HUSEIN 

Diundangkan di Purwokerto 
pada tanggal 2 April 2020 
SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANYUMAS 
                 ttd 
WAHYU BUDI SAPTONO 

 
BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2020 NOMOR 16 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANYUMAS 
 
 

SUGENG AMIN, S.H.,M.H.  
Pembina Tk. I/IVb 

 NIP. 196701281993021001 
 

 

 


